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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang berhak 

untuk memohonkan pailit terhadap BUMN adalah Menteri keuangan yang 

dimaksud BUMN dalam ialah badan usaha milik negara yang 

kepemilikiannya seluruhnya dikuasai oleh negara dan tidak terbagi atas 

saham, hal ini merupakan penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU, sehingga hakim berpendapat bahwa PT Barata 

Indonesia bukan merupakan BUMN yang terdapat didalam Pasal 223 atau 

bukan suatu BUMN yang bisa dipailitkan oleh Menteri keuangan yang mana 

yang dapat di mohonkan Pailit dan PKPU oleh Menteri keuangan adalah 

BUMN yang bergerak dikepentingan publik, PT Barata Indonesia 

merupakan BUMN yang berbentuk Persero dimana walaupun kepemilikan 

negara dalam PT Barata Indonesia adalah 100% namun bentuk kepemilikan 

dalam persero sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang BUMN 

adalah berbentuk saham, sehingga bertentangan dengan yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 223 Undang- Undang Kepailitan dan PKPU 

serta penjelasan dari Pasal 2 ayat 5, oleh karena itu hakim berpendapat 

bahwa kreditur dari PT Barata Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan 

PKPU dan permohonan perdamaian homologasi terhadap PT Barata 

Indonesia. 
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2. Faktor yuridis yang menjadi pertimbangan dikabulkannya putusan PKPU 

oleh hakim dimana dikabulkannya putusan No 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN 

Niaga Sby ialah karena hakim berpendapat bahwa PT Barata Indonesia yang 

merupakan BUMN berbentuk persero ialah tunduk terhadap peraturan 

perundang-undangan PT, kemudian dalam Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU yang mengatur mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan 

permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitornya itu ialah kreditornya, 

kemudian didalam persidangan adanya pengajuan permohonan perdamaian 

oleh PT Barata Indonesia yang disetujui oleh para kreditornya ini telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana PT Barata 

Indonesia yang tunduk terhadap Undang-Undang PT sehingga menteri 

keuangan tidak memiliki hak dalam pelaksanaanya.  

 

B. SARAN  

Pengajuan kepailitan dan PKPU di Indonesia dirasa kurang, 

dimana adanya tumpang tindih peraturan pelaksanaan dalam kepailitan dan 

PKPU, dimana dalam mempailitkan dan mem-PKPU kan sebuah perusahan 

yang berbentuk BUMN, terlalu rumit dan memiliki banyak celah hukum, 

pengaturan mengenai kepailitan juga sudah ketinggalan dimana Undang-

Undang No 37 tahun 2004 sudah perlu adanya perubahan tentang 

pengaturan yang ada, pengaturan mengenai kepailitan terhadap BUMN 

sendiri tertera dengan jelas didalam Undang-Undang kepailitan namun 

mengenai bentuk dari BUMN yang dapat dipailitkan oleh menteri keuangan, 
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adanya ketidak jelasan dikarenakan adanya dua bentuk BUMN, sehingga 

perlu kejelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian 

adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kekayaan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, 

sehingga adanya perlindungan hukum terhadap BUMN yang dirasa tidak 

memperhitungkan mengenai dampak terhadap kreditur, oleh karena itu 

seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang 

mengatur mengenai kewenangan mempailitkan dan mem-PKPUkan suatu 

BUMN berdasarkan bentuk dari BUMN dan memberikan kepastian hukum 

terhadap para kreditur dari BUMN. 
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